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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat {4],
Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3), perlu menetapkan
Peraturan Bupsati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

2, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 11 Dalam Wilayah Dasrah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indoniesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Afas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indencsia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir
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Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 355 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajek Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tasmbalkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Beritz Negara
Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hulmm Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

[Lembaren Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daeranh Kabupaten Buleleng Nomor 4;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati-ini yang dimaksud dengan !

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Buleleng,

Pemerintah Dﬂﬂrﬂh adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalah Bupati Buleleng.

Petugas Pajak adalsh Pejabat/Pegawai yang diberi tugas untuk
melaksanakan tugas perpajakan.

Badan adalash selcumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

fr.



10.

11.

12.

A ]

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah [(BUMD])
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasarn,
organisasi massa, organisasl sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnys termasuk kontrak
iventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKFD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Kepala Badan Pengelolean Keuangan dan Pendapatan Daerah
yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Buleleng:

Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakean hcrlgnitan dengan pokok wusaha maupun yang
disediakan sebagai guatu ysaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

tidal bersifat sementara.

Pemmungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnva Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Wajib Pajak acdalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajalk, dan pemungut Pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai
Perpajakan Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk
sargna dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal
atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan
k=wajibannya.



13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD

14,

15.

16,

17,

18.

19.

20.

adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yveng selanjutnya disingkat
SPTPD adalzh Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek
Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban saauau dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan mengenai Ferpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyestoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleti Bupati.

Surat Ketstapan Pajak Daerah Kurang Bavar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnva jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah Pajak vang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer Tambahan yang
selanjutnya i sitigkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak
vang menentukan tambahan atas jumlah Pajak vang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang seclanjutinva
disingkat SKPDLB adalah surat Kketetapan Pajak wang
merentukan jurmlah kelsbihan pembavaran Pajak Kkarena
jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan ngak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajalk.

Surat Kepurusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalshan hitung, dan/atau
keleeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peratiran per!-u;tdang-undangan perpajalcan  Daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pagjak Daerah Kurang
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21.

22.

23.

24,

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Dasrah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerat, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB,
atan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan olelt Wajib Pejak.

Putusan Banding adslah putusan badan peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajal.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan bisys, serta’ jumlah harga perolehan dan penyerahan
bardang atau _}ase,, vang ditutup dengan menyusun laporan
keuanpgan berups neraca dan laporan laba rug untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

Kartu Data adalah kartu berisi data yang diberi judul untuk
mengidentifikasi data sehingga dapat dicardi kembali dengan
mudah kalau disimpan di antara kartu lain.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingicup;f'eratl.tran Bupati ini yaitu:

a. tata cara pendaftaran dan pendataan;

b. bentul, isi, tata cara pengisian, tata cara penerbitan, dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;

c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsurarn dan penundaan pembayaran Pajak;

d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketctapan
Pajak yang tidak benar dan pengurangan ataun
penghapusan sanksi administratif;

e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;



BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN FENDATAAN

Pasal 3

(1) Setiap orang/badan hukum yang menyelenggarakan usaha
Parkir wajib didaftarkan ke BPKPD menggunakan formulir
pendsaftaran,

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada Bupati melalui Kepala BPKPD menggunakean format
formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (1,
wajib diisi dengan benar, jetas, lengkap dan ditandatangani
oleh Waijib Pajak dilampiri derigan :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warge Negara
Indonesia dan fotokopi paspor bagi Warga Negara Asing;

b, fotokopi Akta Pendirian Usaha; dan

c. surat izin usaha.

{4) Dalam hal formulir pendaftaran tidak ditandatangani oleh
pemilik/pengelala, maka wajib melampirkan Surat Kuasa
bermaterai cukup.

(5) Apabila pengisian formulir pendaftaran dianggap sudah benar
dan lengkap, Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD yang
ditandatangani oleh Kepala BPKPD atas nama Bupati.

(6) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak
kedalam buku register pendaftaran.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan Kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD
menerbitkan NPWPD secara jabatan,

(8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagsimana dimaksud
pada ayat (7) berdasarkan data yang dimiliki oleh BPKPD.

(9) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (53)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidalk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- Pasal 4
(1) Atas permohonan Wajib Pajak alau karena jabatan, Kepala
BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang
Wajib Pajak tidak memiliki ningegakan Pajak.
(2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam hal :
a. Wajib Pajak menghentikan usahanye yang menjadi dasar
pendaftaran Wajib Pajal;
b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha; atau
c. berdasarkan  hasil peneliian atau  pemeriksaan,
menunjulean "Wajih Pajak secara subjektif maupun objektif
sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai Wajib Pajak.

{3) Kepala BPKPD mengabulkan atau menolak permohonan
penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangks waktu paling lama:

a. b (enam) bulan untuk Wajib Pajak pribadi; dan
b. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan,
sejal permohaonan diterima secara lengkap.

Pasal 5
Dalam hal Wajib Pajak masih memililki tunggakan Pajak,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Wajib Pajak
harus melunasi tunggakan Pajakrya.

. Pasal 6

(1) Pemochonan ﬁﬁghﬂpusan NPWPD diajukan secara tertulis
kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha,
dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta bukt
tidak memiliki tunggakan Pajak.

(2) Atas pﬂ!‘mqhﬂl]ﬂ.t.l' Waijib Pajak, Kepala BPKPD melakukan
penelitian administratif atau peneliian lapangan vyang
dituangkan dalam Berita Acara Penelitian,

(3) Dalam hal hasil penelifan menunjukkan Wajib Pajak talah
menghentikan usshanya dan tidak memilili tunggekan Pajak,
maka Kepala BPFKPD menerbitkan surat Keputusan
Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD.

.



BAB IV
BENTUK, IS1, DAN TATA CARA PENGISIAN, FENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
Pasal 7

(1) Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan SPTPD.

(2) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri Pajak yang terufang dengan
menggunakan SPTPD,

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Kepala BPKPD paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah berakhirmya masa Pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari
libuar, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja
berikutnya.

(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Wajib Pajak membayar Pajak terutang berdasarkan SPTPD dan
dicatat dalam Kartu Data oleh Petugas Pajak;

(2) Berdasarkan Kartu Data dan hasil pemeriksaan atau
keterangan Is.in;i.f‘ Petugas Pajak membuat Nota Perhitungan
dengan cara menghitung jumlah Pajak terutang dan jumlah
kredit Pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data.

(3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tatrun sesudah saat terutangnya
Pajak, Kepala BPKFPD atas nama Bupati dapat menerbitkan :

a, SKPDKB dalam hal :
1. bhasil pemeriksaan atau keterangen lain, Pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;



2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara
tertulis  tidak  disampaikan pada  waktunya
gebegaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. kewnjlban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data
yvang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah Pajak yang terutang; dan

c. SEPDN dalam hal jumlah Pajak yang ferutang sama
besarnya detigan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidek
terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(4) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sehagaimana dimaksud pada
ayat (3] diserahkan kepada Wajib Pajak oleh petugas Pajak.

[5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (4| tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pagal 9
(1) Kepala BPEPD. atas nama Bupati dapat menerbitkan STPD
jika:

a. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salsh hitung;
atau

¢. Wajib Pajek dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Bentuk dan isi STFD sebagaimane dimaksud pada ayat (1]
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 10

(1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

(2) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dan/atau
Bendahara Peﬁépﬁmm atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 11
Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan
atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, hasil penerimaan Pajak
harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam. = -

Pasgal 12

(1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam hal
Waiib Pajak mengalami kerugian.

(2) Angsuran dan/atan penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakulsan dengan mengajukan permohonan secara
tertulis dengan Bahasa Indonesia kepads Bupati melalui
Kepala BPKPD dengan melampirkan :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
b. NPWPD; dan
¢. laporan km:.angan perusahaan,

(3] Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti
untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran
dan/atau Surat Persetujuan Penundasn Pembayaran oleh
Kepala BPKPD.

(4) Berdasurkin: hasll peselitian sebagaimans dimiakend pade dyat
(3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan
angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak dengan
ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.

l



Pasal 13
(1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajalnya diberikan
SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
(2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMEETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupat
melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif.

(2] Pengurangan atau penghapusaen sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kelhilafan Wajib Pajak atau bukan

(3) Permohonan seagsimana dimaksud pada ayat (1] harus
memenuhi persyaratan sebagai berikul :

a. 1 (satu) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
vang dimchonkan;

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung
permohonannya;

¢. Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak yang terutang; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajek, surat permphonan tersebut harus dilampin
dengan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pads ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

"



Pasal 15
(1) Wajib Pajak dapat mengejukan permohonan kepada Bupati
melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Pajalk.
(2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

a. mengurangksn atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD;

¢. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak vang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata
cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan
pmhangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek Pajak.

(3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenihi perayarata.n sebagai berikut :

a. 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan
VENg dimuhuﬁka.n;

b. diajukan secara terulis dalam Bahasa Indonesia;

c. mencantumkan jumlah Pajak yang seharusnya ferutang
menurit penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan
vang mndu]&mg permohonannya; dan

d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan
surat luasa khusus yang bermaterai cukup.

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 16

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kall
dalam 1 (satu) tahun Pajak.

(2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan
atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

T



jangka waltu paling lama 6 (emam) bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan,

(3] Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala BPEPD atas nama Bupati tidak memberi suatu
keputusan, permochonan yang diajukan oleh Wajib Pajak
dianggap dﬂcabulkan

Pasal 17

(1) Keputusan sebagaimaena dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
dapat berupa mengabulkan sebagisn atau seluruhnya atau
menalak permohonan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak d@pat meminta secara tertulis kepada Bupst
melahui Kepala, BPKPD mengenal alasan yang menjadi dasar
untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib
Pajak scbagaimana dimalisud pada ayat (1).

(3) Kepala BFEPD atas nama Bupati memberikan keterangan
sscara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pacda ayat (2),

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengsjukan permohonan kepada Bupati
melalui Kepsla BPEPD untuk pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak.

(2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan
-atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan.

(3) Apabila dalam jangka walktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi keputusan,
permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap

(4) Apabila Wajlb Psjak mempunyai wutang Pajak lainnoya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsong diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
hutang Pajak dimaksud, T



(5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilalcukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejal diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKF).

(6] Bentuk dan isi SKPDLB scbagaimana dimaksud pada ayat ()
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19
Apdabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan
hutang Pajak lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(4) dan ayar (5], pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukii pemindahbukuan juga berlaku
sebagal bUkﬂFqu:,ﬁsmm

8 BAB VIII
< KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tats Cara Pemungutan
Pajak Parkir (Berita’ Daerah Kabupaien Buleleng Tahun 2017
Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlalou.

¥



Pasal 21
Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap arang mengetahuinnya, memerintahkan
Pengundangan Pmtu.ran Bupati ini dengan penempstannya
dalam Berita Daerah Rabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
— tanggulm Med 2022

Diundangkan di Singaraja
pade tanggail0 Meil 2022
SEKRETARIS DAERAH KAEU'PATEN BULELENG,
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LAMPIRAN |
PERATURAN BUPAT] BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
PERF-.TL}'RAN PELAKSANA
FERATURAN DAERAH NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PARKIR
: rmulir Pendaftaran
Contch Form — -
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA _
Kepads Yih.
Bupad Buleleng
Hantor Badan Pengalolann Keoungan dan Cq. Kepals BPEPD
P::da;;uu Daerub Kabupateo Bulelong K.abupﬂcn Bulaleng
Talan Ngurahi Rid No. 2/ [0360) 3301977
FAJAK : PARKIR Tempat
DATA WAJIB PAJAK DAERAH I
KETERANGAN MENGENAI USAH& |
1. Nama usiha
2. Alsmatusaha
3. Telepon ustha
d,  Npma pemilik/pengelolis
5. Alamuot pemilik/pengelola :
6. Telepon pemilik/pengeloln : L
7. Warga Negira : ] WHI [ WHNA
E., Tanda bukfi dir L] KTP [ PASPORT
9, Surat izin yung dinsilikd fﬁaﬂnmaﬂﬂimhmpdﬂmpiﬂmm !
- Surt izin tm.puwsm 3 o {1+ T
- Sﬂmlﬂ:hl Ry s Hﬁ ..|.|......u++u-”qutglu-“...-..;....u.uu-c-"-u..-.
10. Bidung usaha 1 e
10.1 Hotel
10.2 Heutsirant
103 Hibikran
1004 Adr tuniih
10.5 Mineral Bukun Logam dan Banian
10,6 Parkis
10.7 Laimys tidak vermusuk bidang usaha versebut diatas vaitu :
Wajib pajak
Nama jelas
fﬁﬁ-"lr.m Sasizl Dengan Al = NULELENG,
r"r-m_._l Sactan M= ¥
Us sumnmma,.




LAMPIRAN 11
FERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN FELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PARKIR

Coritoh Nemor Polml Wajib Pajak Daerah

o Rt Maagrielun Dhanpes din
Pasdezern e Kak [hieieny

[ Salinzn Sesudl Déng=n Asl
Kopals Bapan Himum

o

V- Bode Sayu Whhiiam M
-Eti?.;_'r‘}'u";-f‘ln TO0ESS.Y o




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG

s -F;\

PAJAK PARKIR
Comntoh Fermulir SPTPD

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG No SPTI.’D -

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan %ﬁﬂ pijak ]

PENDAPATAN DAERAH um pajak :

JL. Ngurah Raino. 2 (0362) 3301977
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PATAK PARKIR

P Kepada Yih
Kepals Badun Pengslolann Kevangan dan Pendapatun Dasrah
Kabupaten Eulc}nd-llg
Singaraja

PERHATIAN:

1. Harop diisi dalam renghap 2 (dua) dimﬁi dengan huruf cetak/diketik dilampirken data pendukung
transaksi, dard tanggal dan bulan sesuai dengan Musa Pajak.

2. Agor dilsi dengen dats yano Jelas, benar, dan lengkap, ditmdatangan! selanjutnys disampalkan
kembali kepada Badan Pengelolasn Xeuangan dan Pendapatan Dwerah Kabupaten Bulclenz
sulsmbat-lumbsEnya 15 ( 1bma belas) hari setelah berakhimya masa Pajak.

3. Apabils pengisian dan penymmpaisn tidak dipenuhi maka penetnpan  Pujuk dibining secers
jubatan dan dikenakun ssnksi ldminmﬁ berdasarkan permturan penundung-undangan Pajok
Dearah.

NPWPD :
JENIS USAHA

NAMA PEMILIK/ PENGELOLA
ALAMAT USAHA : PEMILIK
TELEPON USAHA : oz ﬂmux .
FELAKSANAAN PEMBUKUAN @  [__IMANUAL KOMPUTER

A_ Penjualan sehubungan dengan usshe

: Bp.
B, Penjualan diluar usahs L . : Ry,
. Dasar Pengenaun Pajak {A*E} : R

D. Pnjak terutnng ( tarif Pajak.........%x C

E. Pajak vang harus dibayar

Rp

:Rp.
F. Pajak vang telah dibayur : Rp.
G. Pajak yang kurang/ {ebih bayar : Rp.




PERINCIAN PENJUALAN BARANG/ JASA

(DASAR FENGENAAN PAJAK)

BULAN f...oeseeesebapyeceee TAHUNG voci s

| NO | PENJUALAN BARANG / JASA | (RP)
I |
f
i
&
- —~
JUMLAH | i
Dilsi oleh petugas penerima Diisi olch petugas penghitung
DITERIMA TANGGAL : »
NAMA FETUGAS : £
TANDA TANGAN
| MENGETAHUL KASUBID PENDATAAN
SETELAH DIPERIKSA OLEH"

KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN

NIP,

5 ‘|ﬂﬂ-t

~2inzn Besuzi Denpan Aslinys
Ropata Bagumn Muham

o —




LAMPIRAN IV |
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PAIgEIR

Centoh Formulir SEPDN _ TN T

I TAHAN KABUPATIZ BULELENG _ No.

gi?mmmﬁmﬂmq KEUANGAN DAN umnmmr&f 'ﬁmt:«mulmm T T LI

FENDAPATAN DAERAH e pl ;

KABUFATEN BULELENG

S N grumb Baf oo 2 £ (0362 I30I9TT :_imp_ .

Nama : |

Alamat :

NPWED O OO O

I Berdasackan Pasal. ..., Undang-Undang so. 28 Tahun 2000 teluh dilakulan pemerfksaun atw
%eterangan lain ptas 3 3

Kode Pajzk
Mema Pajak
it.  Deri pemeriksasn stov kctu‘mm lafr terscbut distas, penghitungan jumlah yang mosih hans
dibayar adalah sebagai berikm « _
1. IDdasar pengenasn Rp.
2. Pajek vang terutang : Rp.
1. Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Ap.
h. - Setoran yung dilnkukan Rp.
¢. Lain-lain . R
4 STP{pokok) Bp.
e. Juminh yang dupat dikmﬂﬁma (athyto+d) Ry
4. Jumlsh yang masih hans dibays _g-h] Rp.Nihil
................... ; Fabun,,.
r.gma Hadan Pengelolean Keugngan din Fm:!npmn Dﬂﬂﬁh
'Kabupaten Bulcleng
NIE.
gunting disini -
MNo.STFD ..o veidiriassnim
TANDA TERINMA
NPWIPrD S - . o -
Nama | - - & wl
AlwmiEl @00 i R i T e e T e b b ad f v s b b -
= cip TOBDRL v bevivesivenvion -
| Yang meseritma

e L Y e L L LT




Contoh Formulir SKPDEB

- SKPDKB No. Urit
PEMHEIINTAHAMN KABUPATEN BULELENG !
BADAN TEMGHLOLAAN KEUTANGAN DAN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH T T T
PENDAPATAN DAERAH mﬁm‘?&ﬂd
FARUPATEN BULELENG Mawy pujik @
| 1. Mgreraly Hel ae 2/ (0362} 3301077 sinpirals Tuhun
Nama -
Alamat : =
NPWPD :E:]IIIIFIIII]!I}I]-!.

Tmtggpljumh empo ¢

Benlusarian Pusal mumﬂmm 28 Twhuo 2009 relah difskuiian penelition dan/ ataw
atay ketwrongan lain aiss pelaksansan kewalitan ;
Kode Pajek CH N T T A D |
Tama Pajik : '
M Daripemeriksaun n:wktmamu!ﬂnuuhndhm penghltupgan jumial yong muesih harus diboyar
adalal selisgal beciloe +

1. 'Digsnr peggenis ) Rp.
21 Pajuk yang terutang Hp
3. Kredit Pajuk -
a.  Kompeosesi keleblhan dari mhuﬂebalwm:u Rp.
b Setsrsn yang dlnkakan Rp,
e. Laip-lsin Ry, J
A Jumlih Pdjak vany dapst dikvedithun (p+bhe) Tp.
4, Jumish kedurengan pembayumn pokok Pajak (2-3d) Rp.
4 Sankai Adeainlatessl
#.  Bungn - Rp
b, Kenollan Rg.
. Jumlah snbed adminisvedd (aHs) Ep
6. Juminh yangmoasib haras dibayar (#+50) Rp
Deagan hursd | ]

| PERIATIAN
1. Hap penyetorn dilakuken melalui Bendahara Penerimn Badun Pengelolaan Keunngan dan Pendupatan

Daerah Kab. Bulsléng dengan menggumbiomn Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Terlambat mesyettr datf tanggal batss poirystoran tersihir dlisenaloan disnda seoual dengan Parshirin

Disreab wilng betlakat
................... o TiHETY
Kapaln Bodan Fmgahhm&mmgmdmf'emﬁpamnmmh
Katropaten Buloleng
NIP.
Gunting disim
. . “ﬁ' KF-DI[B l IRl RdRiR iR Riaia
TANDA TERIMA
L3 .
Foma R e b bp b e P LS S S bbbt
Jl-!ﬂﬁﬂ E L e L D D T L L L e e e ]
.................................. oI e et
Yang mersrima
[ AP P T Py PV TEERET PP T TTT P TERPY j




Contoh Formulir SKPFDKET

[ SKPDKBT No. Urut
oy RARLFATER (SURAT KETETAPAN PAIAK DABRAR | -ttt
HADAN PENGELOLAAN EBEUANGANDAN | KURANG BAYAR TAMBAHAN)

IFENDAPATAN DAERAH Muka pajolke

KABUPATEN BILELENG Thhus=

U Wypurpl Rsi no. ﬂ(ﬂ]ﬂ]iﬂtﬁ"‘IMl ]

XNama :

‘.Jnmnl : -
‘wwm . OO T OO rId

Tungpal jatuh tempo: :

1 Berdassikan Pasal 97 Undiog-Linding No. 28 Tsbun 2009 telah dilakns%nn penslitian dan/ atau
pemeriiennn st keterangan Iain atas pelakmanaan kewajibm :
Rode Pajak ; 0 T T
bama Pajdk -
Ik Dmpﬁnﬁ:kuﬁumaukt!ﬂmgmhhﬂuhﬂdinmhpmnhﬁimﬂu]umhh\ugmHﬂW

1. Dusar pengesann ) Rp.
2. Pajnk ving terutang . Rp.
3. Eoredit mmisk:
a  Kompensssi kelebilun darf talum sehelumnya Bp.
b, Setoran vang dijaluken Rp.
e Taindlain RP.
g, Tuminh Pujal vang dupa dikredition (2<tc)

gi

Jumiah kekurengan pembaywmn pokok Pajak (2-34) R
Snksi Adminlstrasi ;

s Sunea Rp.

L. Kenalkan Hp.

e Junlnh cenlod dministrast l[.tl-b} Rp

ES

6. mmmmm{%} Rp

Décigii et | =

ERHATIAN

1. Hap pmvmuummmﬂ?mmmdm?mhhmmm
Pendapataii Dasrah Kab, Buleleng desjgun mengyunisks Surat Betorm Pajak Daemi (8SPD)

r TuimwwmmwmmmmﬁnﬂmmmmFm
da#rah yong bariokmn

Kepala Badm Pengelolaan Kevangan dan Pendapatm Dacrak
Kahupaten Bulelong

NiP.

Susting disnd

TANDA TERIMA

h.l.lm. i
Al '
A T T P P PP S Y WC  YN T T PP T PR VRS T 1T ek Y

Kapaia Bagian Moass

| P 3083t YvE = 00msl 1 e



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PARKIR

Comtol Formulic STPD

oy . STPD No. Ut

m.ﬁ.m.;-:.':%mm FABHPATER (SURAT TAGIHAN PATAX DAERAE)

BADAN FINGELOLAAN KEUANGAN Hiﬂhilh 1 B

DAN PENDAPATAN DAERAH :

KABUPATEN BULELENG

I Npmirah Bai o, ﬂ{ﬂ_@l_ﬂﬂl?ﬂ@t 1

Numa :

Alamat :

NPWFD SRR [ A S A A

'I'anggnj;amhlumpu :

| Bordasatiom Pacal 100 1/6dung-Undang No. 28 Tahun 2009 tofih dilakuken penelitian dun aim

pemerikennn stan Kolermgan s wleg pelaksnnsan kevwaiiban

Kode Pajak : | Y O 0

Mamas Pajak :
L. Dud penelitian dan/ stan penserilenun lersehot distas, penghitingan jumblih yang masih iy
dibayar sdulnh sebagal beelkut :
1. Pajuk vang vy dibayar Ep.
L Sanksi edminisimsl

Ry

n. Bunga _ .
3. tumlab yang mazll haras dibayar (1428) Re.

Desgun huouf

PERHATIAN

L. Hurap pesyétoran dilsboulan melalul Bendahars Penerimadn Badan Pengelolnan Xeuungun dan
Petidapiztan Dagrah Kab. Buleleng dedigan menggunakay Surat Setoras Palsk Dassh (SSPI).

I, Terlambat manyetor dari tangeal beins paitygtorm teralchit dikenakesn dendn segual detigan Paratirin
Doernhy yang berisku
o Tailtun, .
chnuﬂudm i'ungdﬁlm Kmmngmdm?mdwm.mmuuh
Kabupaten Bulelosg
NIP.
Gumting disini
_ “ﬁ.m an T
TANDA TERIMA
WERFLI e e mm i O L D e e
Mams 00000 e T —— T T 0 A - LA
Aliarrit 11 r 1y e e e 000 4 4 A et et A AL L BB
[ Sabnan Semucl Dasssa Al
Kapote Bazan Kol ,

1! blads Bayw genrp's

-‘UL‘ ﬂﬂ“l 15 20T




LAMPIRAN V1

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG

PAJAK PARKIR
Contoll Formulir SS&PD
FEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG SSPD
BADAN PENGELOLAAN EEUANCAN DAN
FENDAPATAN DARRAH | {SUR?;:ENMH PAJAK DMHIAH”}
KABUPATEYN AULELENG o
| L. Mjprsh B nntﬁfﬂﬁi’ﬁ'ﬂl?ﬂigﬂl =
| N
Alamma
Jenls pemungiut=n 5.
NPWED ;Ell'TTIIrTIT_T o
Menyetor berdasarkan®) skep [ Isten [ taetain
SKPDT SPITD
SKPDKEB SK Pembetylan
SKPFDERT SK Keberzian
5 cMasnPaiak: L TRIOIED oo
5, Nomm Frick ' T e’ Jumisk
Heaanlig Palsk Dsricla Rp
T
|. -4
|
Deopan huref | |
Ruzng untuk torpan i Diterima oleh, R icatiTentarsaaaiy LRI 2. 00a
Kas Register/ Pemgss Tempat Pembayarin
Tanda Tangen Tanggeal Penyetoran
Petugas Penorima: Tanda tengan

*) Bleri tenia pada kotak [ ] sesusd denigan ketetapiin yang dimiliki
MODEL. DPD =12

frsage Bayu VR B
E_HE‘.: 80716 raUned 3 #t



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR
T TAHUN 2011 TENTANG
_ PAJAK PARKIR

Contoh Formulir SKPDLB

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG SKPDLB No. Unit

BADAW MENGELOLAAN EEUANEAN DAY { (SUBAT EETETAPAN PATAE DIAER AT

PENDAPATAN DAERAH LEBIH BAYAR ) G EEERS

KABUPATEN BULELENG Miss Pujuk -

JL Netesh gl s, 200383 3_;1__157?'! Singaryla | Takms

Nama '

Alamat :

| NPWPD > OO T r i

1d1§guljamh tempo :

Bmdm:km?ﬂﬁullﬁ&ﬂndmg—Uuhn;NmﬁTnbamMﬂahﬂahﬂunmm Al terangan

Inin mus pelabsissm kawaliban ¢ 1 e

RodePajsk  : [T T T I T]

Nama Paink :
i Endmmnhmamuhmmmhh:ﬂntm dintas, penghitumgns: jumlbsh lebib bayar yang sehorusmya

tidak terufang dibsyar adalsh whaﬂbntm

1, Dasst pengenoon Rp.
2 Pajuk yang tertitang Hp.
3. Kredit Pajak
a,  Setozm yang dilakuksn £ Hp.
b, Lain-laio AP
e Dikwrang qummﬁhhh%ﬂi Rp.
4 anl:f#hci.g;m bn Pﬁﬁ:ﬂkm
pembaysran
5 Saok= Administrani : o
& HBmga Hp.
b, Kepsilan Itp,
o, Jumizh sunksi sdniinistrufif (b} Hp
6, fumbuh lebils bayar yang seharusivys tidak tisitang (4+5¢) Rp
Deagan bynf | |
w Tohun .,
Kepala Budin ngr.tulm Kms;m dun Pendqpmn Dazrabi
Kabupaten Buleleny
NP,
~Sunting Disini
o, SEFDLE
rweD S VI
Hara § e vy o a1 R 3 MRS

i T T et e M L arertred i




